Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Open

Tujuan tentang status dan kedudkan hukum gekerjayang diperbantukan
antar instansl menurut UU NO 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan =
Eligible status and position auleara/ employee between company
pursuant to law number 13 year 2003 about manpowershlp

Dzikki Muhammad, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=121017& |okasi=lokal

Tesisini membahas tentang status dan kedudukan hukum tenaga kerja yang diperbantukan menurut
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan dengan perumusan masalah mengenai
pengaturan tentang pekerja perbantuan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan,
bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja yang diperbantukan dan bagaimana
mekanisme penyelesain perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja yang diperbantukan.
Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan aiat pengumpulan data Studi
Kasus di PT Abacus Distribution Systems Indonesia dan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas
Indonesia. G Status pegawai Garuda tersebut menurut Perjanjian Kerja Bersama Garuda Indonesia dengan
Serikat Karyawan Garuda (PKB Garuda) adalah pegawai perbantuan. Terminologi status ini tidak dapat
ditemui dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan. Namun jika meneliti lebih lanjut dalam
PKB Garuda dapat disimpulkan bahwa status pegawai perbantuan ini mempunyai hak dan kedudukan yang
diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan dikarenakan terminologi pegawai dalam PKB
Garudatersebut adalah pegawai yang telah melewati masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dimana hal
tersebut sesuali dengan hubungan kerja berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu dalam Pasal 60 ayat 1
UU No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan. Hak dan kewajiban pegawai perbantuan juga terdapat
dalam PKB Garuda dan Peraturan Perusahaan Abacus (PP Abacus), dimana dalam hal ini Perjanjian Kerja
Bersama dan Peraturan Perusahaan merupakan salah satu ketentuan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Hal ini membuat hak dan kewajiban pegawai perbantuan dapat menjadikan UU No 13
Tahun 2003 sebagal acuan dan pedoman hubungan kerja. Sebagai mana hubungan kerja yang terjadi di
perusahaan manapun, status pegawai perbantuan Garuda pun berpotensi akan terjadinya konflik. Hal itu
dimungkinkan terjadi karena PKB Garuda dan PP Abacus tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme
pengajuan dan penarikan pegawal perbantuan. Garuda sebagai induk perusahaan dan Abacus sebagai anak
perusahaan perlu membuat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih jelas
bilamanaterjadi masalah yang berkaitan oleh pegawai perbantuan. PKB Garuda sendiri telah mengadopsi
mekanisme biparlrit sebagaimana diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.

...... This research used Normative Juridist and study case at PT Abacus Distribution Systems Indonesia. The
dynamic of Business Enviroment make company should be Creative. Creating subsidiaries company can be
one of them. To ensure their goal in the subsidiaries, the Holding sent their worker to the new company.
Garuda Indonesia do the same thing with their subsidiaries, PT Abacus Distribution Systems Indonesia. The
purpose of this study isto know about eligible status and position auxiliary employee between company
pursuant to Law Number 13 year 2003 about Manpowership. The researcher suggest for Garuda as holding
company to create a clear rules about the mechanism of auxiliary employee. Unclear mechanism could make
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a dispute between the holding, employee and also the subsidiaries company.



